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1. CAPAIAN KINERJA MAKRO 

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang 

menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah 

secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program 

yang diselenggarakan oleh pemeritah daerah, pemerintah pusat, pihak 

swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. 

Capaian kinerja makro Kabupaten Gunung Mas menggunakan 

indikator kinerja makro sebagai berikut:  

No 
Indikator Kinerja 

Makro 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2023 

Capaian 
Kinerja 

Tahun 2024 

Laju 
Perubahan 

1 2 3 4 5 

1 
Indeks 

Pembangunan 
Manusia 

73,18 
 

73,88 
 

0,70 

2 
Angka 

Kemiskinan 
5,47 

 
5,68 

 
0,21 

3 
Angka 

Pengangguran 
3,24 

 
3,12 

 
-0,12 

4 
Pertumbuhan 

Ekonomi 
4,25 4,48 0,23 

5 

Pendapatan Per 
Kapita (Ribu 
Rupiah) atas 
Dasar Harga 

Berlaku 

60.349,20 67.075,30 6726,10 

Pendapatan Per 
Kapita (Ribu 
Rupiah) atas 
Dasar Harga 

Konstan  

29.564,70  30.317,40 752,70 

6 
Ketimpangan 
Pendapatan 
( Gini Ratio) 

0,309 0,255 -0,054 

  Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 
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2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR 
 

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar 

merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk 

di antaranya: 

 

1. Urusan Pendidikan 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh 

Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 berdasarkan Indikator 

Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut: 

No. 

IKK 
Indikator Kinerja Kunci Hasil 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 2023 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 2024 

(%) 

1.a.1 Tingkat partisipasi warga negara usia 

5-6 tahun yang berpartisipasi dalam 

PAUD 

98,49 61,91 

1.a.2 Tingkat partisipasi warga negara usia 

7-12 tahun yang berpartisipasi dalam 

pendidikan dasar 

82,37 103,05 

1.a.3 Tingkat partisipasi warga negara usia 

13-15 tahun yang berpartisipasi dalam 

pendidikan menengah pertama 

82,37 81,73 

1.a.4 Tingkat partisipasi warga negara usia 

7-18 tahun yang belum menyelesaikan 

pendidikan dasar dan menengah yang 

berpartisipasi dalam pendidikan 

kesetaraan 

4,68 19,08 

 

 

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan 

Realisasi Belanja Urusan Pendidikan (Dinas Pendidikan, 

Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas) di 

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebesar 
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Rp308.407.158.292,00 untuk Belanja Operasi dan 

Rp40.568.318.043,00 untuk Belanja Modal (mencakup urusan 

Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga) dengan 

program/kegiatan utama sebagai berikut: 

 

URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN 

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Daerah 

Kabupaten/Kota 

Perencanaan, Penggaran dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Daerah 

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah  

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintahan Daerah 

Program 

Pengelolaan 

Pendidikan 

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 

Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah 

Pertama 

Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini 

Pengelolaan Pendidikan Nonformal 

/Kesetaraan 

Program Pendidik 

dan Tenaga 

Kependidikan  

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan 

Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan 

Nonformal/ Kesetaraan  

Program 

Pengembangan 

Kapasitas Daya 

Saing Kepemudaan 

Penyadaran, Pemberdayaan, dan 

Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 

Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 

Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader 

Kabupaten/Kota 

Pemberdayaan dan Pengembangan 

Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 
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Program 

Pengembangan 

Kapasitas Daya 

Saing Keolahragaan 

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Olahraga 

Pembinaan dan Pengembangan Olahraga 

Rekreasi  

Program 

Pengembangan 

Kapasitas 

Kepramukaan 

Pembinaan dan Pengembangan Organisasi 

Kepramukaan  

 
 
C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Tidak terdapat permasalahan dalam pelaksanaan Program dan 

Kegiatan selama Tahun Anggaran 2024. 

 

  

2. Urusan Kesehatan 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh 

Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 berdasarkan Indikator 

Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut: 

No. 

IKK 
Indikator Kinerja Kunci Hasil 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2023 (%) 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2024 (%) 

1.b.1 Rasio daya tampung RS terhadap 

Jumlah Penduduk 

1,09 1,00 

1.b.2 Persentase RS Rujukan Tingkat 

kabupaten/kota yang terakreditasi 

50 50 

1.b.3 Persentase ibu hamil mendapatkan 

pelayanan kesehatan ibu hamil 

99,78 100 
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1.b.4 Persentase ibu bersalin mendapatkan 

pelayanan persalinan 

70,09 80,10 

1.b.5 Persentase bayi baru lahir 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

bayi baru lahir 

100 100 

1.b.6 Cakupan pelayanan kesehatan balita 

sesuai standar 

88,26 99,79 

1.b.7 Persentase anak usia pendidikan dasar 

yang mendapatkan pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

98,22 98,49 

1.b.8 Persentase orang usia 15-59 tahun 

mendapatkan skrining kesehatan 

sesuai standar 

100 100 

1.b.9 Persentase warga negara usia 60 

tahun ke atas mendapatkan skrining 

kesehatan sesuai standar 

93,75 93,95 

1.b.10 Persentase penderita hipertensi yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

100 100 

1.b.11 Persentase penderita DM yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

sesuai standar 

100 100 

1.b.12 Persentase ODGJ berat yang 

mendapatkan pelayanan kesehatan 

jiwa sesuai standar     

100 100 

1.b.13 Persentase orang terduga TBC 

mendapatkan pelayanan TBC sesuai 

standar 

86,06 91,49 

1.b.14 Persentase orang dengan resiko 

terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan 

deteksi dini HIV sesuai standar     

98,76 91,12 
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B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan 

Realisasi Belanja Urusan Kesehatan (Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunung Mas dan RSUD Kuala Kurun) di Kabupaten 

Gunung Mas Tahun 2024 sebesar Rp189.668.549.510,00 

untuk Belanja Operasi dan Rp14.311.042.933,00 untuk Belanja 

Modal dengan program/kegiatan utama sebagai berikut: 

A. Uraian Program dan Kegiatan pada Dinas Kesehatan 

Kabupaten Gunung Mas 

URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan ganguan jiwa berat 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

Dengan Demam Berdarah Dengue 

Penyuluhan tentang ISPA dan DIARE 

Penatalaksanaan program pemberian vaksin 

anti rabies dan serum anti rabies 

Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko 

terinfeksi HIV 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

Terduga Tuberkulosis 

Filariasis dan Kecacingan 

Malaria 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan resiko diabetes melitus 

Pengelola Pelayanan Kesehatan Orang 

dengan resiko Hipertensi 

Pengelolaan pelayanan kesehatan usia 

Produktif 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hami 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu 

Bersalin 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru 

Lahir 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia 

Pendidikan Dasar 
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Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia 

Lanjut 

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi 

Masyarakat 

Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT 

BIDANG KESEHATAN 

Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan 

Gerakan Hidup Bersih dan Sehat 

Bimbingan Teknis dan Supervisi 

Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya 

Kesehatan Besumber Daya Masyarakat 

(UKBM) 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM 

dan UKP Rujukan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM SEDIAAN 

FARMASI, ALAT 

KESEHATAN DAN 

MAKANAN MINUMAN 

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri 

Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin 

Produksi, untuk Produk Makanan Minuman 

Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri 

Rumah Tangga 

Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan 

Produk Makanan Minuman Industri Rumah 

Tangga 

Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat 

Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat 

Tradisional (UMOT) 

PROGRAM 

PEMENUHAN UPAYA 

KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Jumlah Alat Kesehatan yang dipenuhi dalam 

pemenuhan prasarana pada fasilitas 

kesehatan sesuai standar 

Terbangunnya fasilitas kesehatan yang 

berkualitas sesuai standar 
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PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KESEHATAN 

Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya 

Manusia Kesehatan Sesuai Standar 

Pengembangan Mutu dan Peningkatan 

Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia 

Kesehatan 

 

 

B. Uraian Program dan Kegiatan pada UPT RSUD Kuala 

Kurun 

URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran 

dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Kegiatan Administrasi Keuangan 

Perangkat Daerah 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

Perangkat Daerah 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 

Daerah  

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 

Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 

Daerah 

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN PEMERINTAH 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Kegiatan Penataan Organisasi  

PROGRAM PEMENUHAN 

UPAYA KESEHATAN 

PERORANGAN DAN 

UPAYA KESEHATAN 

MASYARAKAT 

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan untuk UKM dan UKP 

Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 

Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan 

untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 
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Kegiatan Penerbitan Izin Rumah Sakit 

Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan 

Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KAPASITAS SUMBER 

DAYA MANUSIA 

KESEHATAN 

Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan 

Pendayagunaan Sumber Daya Manusia 

Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan Pengembangan Mutu dan 

Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber 

Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah 

Kabupaten/Kota 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

MASYARAKAT BIDANG 

KESEHATAN 

Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, 

Kemitraan, Peningkatan Peran Serta 

Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat 

Daerah Kabupaten/Kota 

 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan 

Kesehatan di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah 

sebagai berikut: 

1 Penginputan Laporan sering mengalami keterlambatan 

dari Pengelola program di Puskesmas 

2 Kurangnnya upaya pencegahan dalam pemantauan jentik 

DBD dari petugas Puskesmas maupun dari kesadaran 

masyarakat itu sendiri 

3 Kurangnya ketersediaan vaksin VAR  

4 Keterlambatan dalam pengiriman laporan bulanan, baik itu 

sistem manual berupa bukti fisik maupun sistem pelaporan 

yang Online 

5 Kurangnya pemahaman SOP dalam pelaksanaan 

kegiatan, kurangnya komunikasi, kerjasama dan 

koordinasi antar petugas / pengelola program.  
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6 Ada beberapa PKM belum melakukan skrining dari target 

sasaran yang sudah diberikan sehingga target tidak 

tercapai. 

7 Ada sebagian yang menolak untuk di lakukan skrining.  

8 Loss Follow Up dalam pengobatan. 

9 Pemeriksaan Dahak terduga masih sebagian besar di 

Puskesmas menggunakan mikroskopis yang keakuratan 

pembacaan hasil hanya mengadalkan keterampilan 

petugas analis saja dan sensitivitas pemeriksaan masih 

kurang. 

10 Kurangnya RDT Malaria untuk kegiatan Skrining atau 

Surveilan Migrasi malaria 

11 Meskipun capaian SPM sudah 100 %, namun angka ini 

masih belum mencakup secara keseluruhan jumlah 

masyarakat usia produktif yang ada di Kabupaten Gunung 

Mas. Realita di lapangan masih sangat kurangnya minat 

masyarakat untuk memeriksakan diri pada kegiatan 

kegiatan yang bersifat UKBM khususnya pada jenis 

kelamin laki-laki yang bekerja pada saat dilaksanakan 

kegiatan UKBM. 

12 Belum semua ibu bersalin memanfaatkan fasilitas 

kesehatan sebagai pilihan tempat bersalin, serta masih 

adanya penolong persalinan non nakes 

13 Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya 

balita mendapat pelayanan sesuai standar 

14 Rendahnya pemahaman anak usia pendidikan dasar, 

remaja dan keluarga tentang pentingnya pelayanan 

kesehatan sesuai standar 

15 Rendahnya pemahaman masyarakat tentang perlunya 

pelayanan sesuai standar untuk mencegah morbiditas dan 

mortalitas pada usia lanjut 
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16 masih kurangnya peran serta masyarakat, Lintas Sektor 

dan Mitra potensial dlm mendukung kegiatan 

penggerakan 

17 masih kurangnya peran serta masyarakat, Lintas Sektor 

dan Mitra potensial dlm mendukung kegiatan 

penggerakan 

18 Kendala Dalam penginputan Data Posyandu dan 

Kelengkapannya oleh Petugas di Puskesmas 

19 Belum memadai ketersediaan Anggaran di Level 

Puskesmas (BOK Puskesmas) untuk Kegiatan Orientasi/ 

Pelatihan oleh Tenaga Kesehatan terlatih bagi Kader-

kader Kesehatan/ kader Posyyandu di wilayah kerjanya. 

20 Masih banyak pelaku Usaha Insdutri Rumah Tangga tidak 

mau pengurusan dalam ijin usahanya karena belum 

memahami Pentingnya legalitas produknya. 

21 Beberapa sarana IRTP yang tidak memenuhi standar 

produksi 

22 Tidak ada khusus dalam pengolahan pangan industri 

rumah tangga 

23 Masih ada beberapa Apotek dan Toko Obat yang belum 

tertib dalam Pelaporan Kefarmasian 

24 Ada beberapa permintaan Obat melalui Rencana 

Kebutuhan Obat (RKO) FKTP di Luar daftar Obat 

Formularium Nasional  

25 

26 keterbatasan mengikuti bimtek/pelatihan 

27 Dianggarakan untuk penambahan daya Listrik, 

Penambahan Daya Listrik Baru Terealisasi Bulan 

Desember. 

28 Terbatasnya Jumlah Peserta yang di undang dalam 

Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan SDM Teknis 

(Tenaga IT). 
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3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang 

yang diperoleh oleh Kabupaten Gunung Mas pada tahun 2024 

berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai 

berikut: 

 

No. 

IKK 
Indikator Kinerja Kunci Hasil 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 2023 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 2024 

(%) 

1.c.1 Rasio luas kawasan permukiman 

rawan banjir yang terlindungi oleh 

infrastruktur pengendalian banjir di 

WS Kewenangan Kab/Kota 

100 26,38 

1.c.2 Rasio luas kawasan permukiman 

sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, 

dan akresi yang terlindungi oleh 

infrastruktur pengaman pantai di WS 

Kewenangan Kab/Kota     

Kabupaten 

Gunung Mas 

tidak dalam 

kawasan 

pesisir/pantai 

sehingga 

indikator ini 

tidak 

terpenuhi. 

Kabupaten 

Gunung Mas 

tidak dalam 

kawasan 

pesisir/pantai 

sehingga 

indikator ini 

tidak 

terpenuhi. 

1.c.3 Rasio luas daerah irigasi 

kewenangan kabupaten/kota yang 

dilayani oleh jaringan irigasi    

84,48 23,38 

1.c.4 Persentase jumlah rumah tangga 

yang mendapatkan akses terhadap 

air minum melalui SPAM jaringan 

perpipaan dan bukan jaringan 

perpipaan terlindungi terhadap rumah 

tangga di seluruh kabupaten/kota 

52,73 53,48 

1.c.5 Persentase jumlah rumah tangga 

yang memperoleh layanan 

pengolahan air limbah domestik    

28,37 36,78 
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1.c.6 Rasio kepatuhan IMB kab/ kota 100 100 

1.c.7 Tingkat Kemantapan Jalan 

kabupaten/kota    

33,63 34,65 

1.c.8.1 Rasio tenaga operator/teknisi/analisis 

yang memiliki sertifikat kompetensi     

96,67 5,02 

1.c.8.2 Rasio proyek yang menjadi 

kewenangan pengawasannya tanpa 

kecelakaan konstruksi 

100 100 

 

 

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang 

Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang (Dinas Pekerjaan Umum) di Kabupaten Gunung Mas 

Tahun 2024 sebesar Rp49.676.211.319,00 untuk Belanja 

Operasi dan Rp148.389.992.414,00 untuk Belanja Modal 

(mencakup urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan 

program/kegiatan utama sebagai berikut: 

 

URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN 

Program Penunjang 

Urusan Pemerintah 

Daerah 

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 

Daerah 

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah 
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Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

penunjang Urusan pemerintah Daerah 

Program 

Pengelolaan Sumber 

Daya Air (SDA) 

Kegiatan Pengelolaan SDA dan Bangunan 

Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) 

dalam 1 (satu) daerah 

Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan 

Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah 

Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 

(satu) daerah Kabupatern/Kota 

Program 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Penyediaan 

Air Minum 

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program 

Pengelolaan dan 

Pengembangan 

Sistem Air Limbah 

Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan 

Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Penataan 

Bangunan Gedung 

Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di 

Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik 

Fungsi Bangunan Gedung 

Program Penataan 

Bangunan dan 

Lingkungannya 

Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan 

dan Lingkungnya di Daerah kabupaten/Kota 

Program 

Penyelenggaraan 

Jalan 

Kegiatan Penyelenggaraan Jalan 

Kabupaten/Kota 

Program 

Pengembangan Jasa 

Konstruksi 

Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga 

Trampil Konstruksi 

Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi 

Jasa Konstruksi Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota  

Kegiatan Pengawasaan Tertib Usaha, Tertib 

Penyelenggaraaan dan Tertib Pemanfaatan Jasa 

Konstruksi 
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Program 

Penyelenggaraan 

Penataan Ruang 

Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang 

Wilayah (RT/RW) dan Rencana Rinci Tata Ruang 

(RRTR) Kabupaten/Kota  

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Perencanaan Tata Ruang Daerah 

Kabupaten/Kota 

Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/kota 

 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Gunung Mas Tahun 

2024 adalah sebagai berikut: 

1. Masih mahalnya biaya pembangunan unit air baku, 

permasalahan lahan untuk bangunan pengaman sungai 

dalam rangka penaggulangan banjir. 

2. Adanya alih fungsi daerah persawahan milik masyarakat 

sehingga beberapa aset daerah berupa saluran irigasi tidak 

bisa berjalan secara optimal. 

3. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan air 

minum yang bersumber dari air permukaan yaitu sungai 

dengan kondisi yang tidak layak. 

4. Masih banyaknya masyarakat yang menggunakan jamban 

sebagai sarana sanitasi, dan jenis tangki septictank yang 

tidak layak dan aman. 

5. Pelaksanaan panjang penanganan untuk peningkatan jalan 

lebih pendek dan memerlukan biaya yang besar daripada 

pekerjaan pemeliharaan jalan untuk mempertahankan 

kondisi jalan baik sehingga beberapa ruas jalan mengalami 

perubahan kondisi yang sangat signifikan. 

6. Masih kurangnya peminat dari tenaga teknis perusahaan 

jasa konstruksi lokal. 
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4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan Kawasan 

permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Gunung Mas pada 

tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

 

No. 

IKK 
Indikator Kinerja Kunci Hasil 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2023 

(%) 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 2024 

(%) 

1.d.1 Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi 

rumah layak huni bagi korban bencana 

kabupaten/kota     

 

  

100 1.500 

1.d.2 Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak 

huni bagi masyarakat terdampak relokasi 

program pemerintah kabupaten/kota 

100 Tidak ada 

relokasi 

terhadap 

kawasan 

permukiman 

di wilayah 

Kabupaten 

Gunung 

Mas 

1.d.3   Persentase kawasan permukiman kumuh 

dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani    

3,32 3,32 

1.d.4 Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah 

Tidak Layak Huni)    

8,20 7,95 

1.d.5  Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi 

PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) 

83 0,037 
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B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan dan Kawasan 

Permukiman 

Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman (Dinas Pekerjaan Umum) di Kabupaten Gunung 

Mas Tahun 2024 sebesar sebesar Rp49.676.211.319,00 untuk 

Belanja Operasi dan Rp148.389.992.414,00 untuk Belanja 

Modal (mencakup Urusan Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, 

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) dengan 

program/kegiatan utama sebagai berikut: 

URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN 

Program 

Pengembangan 

Perumahan 

Kegiatan Pendataan Penyediaan dan 

Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau 

Relokasi Program Kabupaten/Kota 

Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi 

Rumah Korban Bencana atau Relokasi 

Program Kabupaten/Kota  

Penerbitan Izin Pembangunan dan 

Pengembangan Perumahan 

Program Kawasan 

Permukiman 

Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan 

Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 

10 (sepuluh) Ha 

Program Peningkatan 

Perasarana, Sarana dan 

Utilitas Umum (PSU)  

Kegiatan Urusan Penyelenggaran PSU 

Perumahan 

 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan 

Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Gunung 

Mas Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

- Belum seluruh kawasan permukiman yang dapat dilayani 

atau dilengkapi dengan Prasaran, Sarana dan Utilitas Umum 

(PSU) 
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5. Urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan Ketenteraman Umum dan Perlindungan 

Masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Gunung Mas pada 

tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

No. 

IKK 
Indikator Kinerja Kunci Hasil 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2023 (%) 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2024 (%) 

1.e.1 Persentase Gangguan Trantibum yang 

dapat diselesaikan    

100 100 

1.e.2 Persentase Perda dan Perkada yang 

ditegakkan 

100 100 

1.e.3 Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan informasi rawan bencana 

100 100 

1.e.4 Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan pencegahan dan kesiapsiagaan 

terhadap bencana 

75 100 

1.e.5 Jumlah warga negara yang memperoleh 

layanan penyelamatan dan evakuasi 

korban bencana 

100 13,64 

1.e.6 Persentase pelayanan penyelamatan dan 

evakuasi korban kebakaran     

100 100 

1.e.7 Waktu tanggap (response time) 

penanganan kebakaran 

14,16 13,5 

 
 

 

B. Realisasi Belanja Urusan Ketenteraman Umum dan 

Perlindungan Masyarakat 

Realisasi belanja Urusan Ketenteraman Umum dan 

Perlindungan Masyarakat (Satuan Polisi Pamong Praja Kab. 
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Gunung Mas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. 

Gunung Mas dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. 

Gunung Mas) di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 sebesar 

Rp57.185.590.513,00 untuk Belanja Operasi dan 

Rp509.774.287,00 untuk Belanja Modal dengan 

program/kegiatan utama sebagai berikut: 

A. Uraian Program dan Kegiatan pada Badan 

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunung 

Mas 

URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN 

PROGRAM PENUNJANG 

URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Administrasi Umum Perangkat Daerah  

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah  

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  

Penataan Organisasi 

PROGRAM 

PENANGGULANGAN 

BENCANA 

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan 

Terhadap Bencana  

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi 

Korban Bencana 

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan 

Bencana 

PROGRAM 

PENCEGAHAN, 

PENANGGULANGAN, 

PENYELAMATAN 

KEBAKARAN DAN 

PENYELAMATAN NON 

KEBAKARAN  

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, 

Penyelamatan, dan Penanganan Bahan 

Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam 

Daerah Kabupaten/Kota  

Pemberdayaan Masyarakat dalam 

Pencegahan Kebakaran  
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B. Uraian Program dan Kegiatan pada Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Mas 

URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN 

PROGRAM 

PENUNJANG URUSAN 

PEMERINTAHAN 

DAERAH 

KABUPATEN/KOTA 

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah  

Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Perangkat Daerah 

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 

Barang Milik Daerah pada SKPD 

Administrasi Kepegawaian Perangkat 

Daerah 

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 

Kelengkapannya 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Penyediaan Komponen Instalasi 

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 

Penyediaan Bahan Logistik Kantor 

Penyediaan Barang Cetakan dan 

Penggandaan 

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 

Perundang-undangan 

Penyediaan Bahan/Material 

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 

Konsultasi SKPD 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 

Air dan Listrik 
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Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas 

Jabatan 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan 

Dinas Operasional atau Lapangan 

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 

Bangunan Lainnya 

PROGRAM 

PENGUATAN 

IDEOLOGI 

PANCASILA DAN 

KARAKTER 

KEBANGSAAN 

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN 

PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG 

IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER 

KEBANGSAAN 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi 

Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter 

Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka 

Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Daerah 

Pembentukan Paskibraka 

PROGRAM 

PEMBINAAN DAN 

PENGEMBANGAN 

KETAHANAN 

EKONOMI, SOSIAL, 

DAN BUDAYA 

PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN 

PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG 

KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN 

BUDAYA 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan 

Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi 

Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, 

Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan 

Penghayat Kepercayaan di Daerah 
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PROGRAM 

PENINGKATAN 

PERAN PARTAI 

POLITIK DAN 

LEMBAGA 

PENDIDIKAN MELALUI 

PENDIDIKAN POLITIK 

DAN 

PENGEMBANGAN 

ETIKA SERTA 

BUDAYA POLITIK 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan 

dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ 

Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta 

Pemantauan Situasi Politik 

Penyusunan Program Kerja di Bidang 

Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 

Situasi Politik di Daerah 

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di 

Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 

Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 

Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan 

Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan 

Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan 

Situasi Politik Di Daerah 

Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan 

Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan 

Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 

Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, 

Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala 

Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di 

Daerah 

PROGRAM 

PEMBERDAYAAN 

DAN PENGAWASAN 

ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pemantapan Pelaksanaan Bidang 

Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi 

Kemasyarakatan 

Pelaksanaan Koordinasi dibidang Pendaftaran 

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 

dan Ormas Asing di Daerah 
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Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan 

Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, 

Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi 

Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan 

Ormas Asing di Daerah 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran 

Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan 

Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas 

dan Ormas Asing di Daerah 

PROGRAM 

PENINGKATAN 

KEWASPADAAN 

NASIONAL DAN 

PENINGKATAN 

KUALITAS DAN 

FASILITASI 

PENANGANAN 

KONFLIK SOSIAL 

Perumusan Kebijakan Teknis dan 

Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan 

Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing 

dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan antar 

Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang 

Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di 

Daerah 

Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di 

Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing 

dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang 

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, 

Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing 

dan Lembaga Asing, Kewaspadaan 

Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi 

Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta 

Penanganan Konflik di Daerah 
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C. Uraian Program dan Kegiatan pada Satuan Polisi 

Pamong Praja Kabupaten Gunung Mas 

URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN 

Peningkatan Ketentraman 

dan ketertiban Umum 

Koordinasi Penyelenggaraan 

Ketentraman dan Ketertiban Umum 

Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat 

Kabupaten/Kota 

Perberdayaan Perlindungan Masyarakat 

Dalam Rangka Ketentraman dan 

Ketertiban Umum 

Penyususnan SOP Ketertiban Umum 

dan Ketentraman Masyarakat 

Pencegahan Gangguan Ketentraman 

Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah 

Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, 

Patroli Pengamanan-Pengawalan 

 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan 

Ketenteraman Umum dan Perlindungan Masyarakat di 

Kabupaten Gunung Mas Tahun 2024 adalah sebagai berikut: 

1. Masih Kurangnya Jumlah Personil dan Sumber Daya 

Manusia; 

2. Masih terjadinya kenakalan remaja/pelajar seperti tawuran, 

obat-obatan terlarang dan mengonsumsi minuman 

beralkohol; 

3. Masih Belum Terbitnya Petunjuk Teknis SOP dari Kepala 

Daerah; 

4. Kurangnya Sarana dan Prasarana untuk mendukung 

kegiatan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan. 
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6. Urusan Sosial 

A. Capaian Kinerja Outcome 

Capaian kinerja urusan Sosial yang diperoleh oleh Kabupaten 

Gunung Mas pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

No. 

IKK 
Indikator Kinerja Kunci Hasil 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2023 (%) 

Capaian 

Kinerja 

Tahun 

2024 (%) 

1.f.1 Persentase (%) penyandang disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar 

dan gelandangan pengemisyang terpenuhi 

kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator 

SPM) 

16,61 100 

1.f.2 Persentase korban bencana alam dan sosial 

yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada 

saat dan setelah tanggap darurat bencana 

daerah kabupaten/kota    

100 100 

 

 

 

 

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial 

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Gunung Mas 

Tahun 2024 sebesar Rp7.621.119.241,00 untuk Belanja Operasi 

dan Rp625.364.860,00 untuk Belanja Modal dengan 

program/kegiatan utama sebagai berikut: 

 

URAIAN PROGRAM URAIAN KEGIATAN 

Program 

Pemberdayaan 

Sosial 

Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan 

Sosial Daerah Kabupaten/Kota 

Program Rehabilitasi 

Sosial 

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 

terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, 

serta gelandangan pengemis di luar panti sosial 
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Rehabilitasi sosial penyandang masalah 

kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan 

korban HIV/Aids dan Napza di luar panti sosial 

Program 

Perlindungan dan 

Jaminan Sosial 

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Program Penunjang 

Urusan 

Pemerintahan 

Dearah 

Kabupaten/Kota 

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 

Kinerja Perangkat Daerah 

Administrasi keuangan perangkat daerah 

Administrasi Barang Milik Daerah pada 

Perangkat Daerah 

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 

Administrasi Umum Perangkat Daerah 

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

Penataan Organisasi 

 

 

C. Permasalahan Yang Dihadapi 

Tidak terdapat permasalahan dalam Pelaksanaan Program dan 

Kegiatan selama Tahun Anggaran 2024. 
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3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN 

PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA 

 

A. Hasil EPPD Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 

2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 Kabupaten 

Gunung Mas berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor 

kinerja 2,5792 dan status kinerja Rendah sedangkan untuk hasil 

EPPD Tahun 2024 belum terbit. 

B. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berdasarkan 

Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor: 29.A/LHP/XIX.PAL/05/2024 

tanggal 22 Mei 2024,  Kabupaten Gunung Mas mendapatkan 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2023, yang 

berarti Pengelolaan Administrasi dan Keuangan Daerah 

Kabupaten Gunung Mas sudah berjalan dengan baik dan sesuai 

dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku serta 

tidak menyalahi aturan yang ada sedangkan untuk Opini Atas 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 belum terbit. 
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4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN 

ANGGARAN DAERAH 

Secara kumulatif Anggaran Pendapatan Daerah Tahun 2024 

ditargetkan sebesar Rp1.491.909.349.937,00 terealisasi sebesar 

1.441.535.863.459,94 atau 96,62%. Selengkapnya rincian target dan 

realisasi penerimaan pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten 

Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: 

Tabel 4.1 
Rincian Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah 

APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024 
 

Kode 
Rekening 

Uraian 
Tahun 2024 

% 
Anggaran Realisasi 

1 2 3 4 5 

4 PENDAPATAN DAERAH 1.491.909.349.937,00 1.441.535.863.459,94 96,62 

4.1 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH (PAD) 

85.122.422.937,00 58.706.100.084,94 68,97 

4.1.01 Pajak Daerah 50.329.500.000,00 19.377.826.638,50 38,5 

4.1.02 Retribusi Daerah 5.000.080.000,00 4.941.115.797,40 98,82 

4.1.03 
Hasil Pengelolaan 
Kekayaan Daerah yang 
Dipisahkan 

3.136.738.980,00 3.942.203.321,50 125,68 

4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 26.656.103.957,00 30.444.954.327,54 114,21 

         

4.2 
PENDAPATAN 
TRANSFER 

1.163.104.155.000,00 1.139.766.155.919,00 97,99 

4.2.01.01 Dana Perimbangan 1.011.482.840.000,00 981.644.022.529,00 97,05 

4.2.01.01.01 
Dana Transfer Umum-
Dana Bagi Hasil (DBH) 

278.116.303.000,00 278.116.304.000,00 100 

4.2.01.01.02 
Dana Transfer Umum-
Dana Alokasi Umum (DAU) 

560.205.303.000,00 542.715.331.193,00 96,88 

4.2.01.01.03 
Dana Transfer Khusus-
Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik 

51.582.256.000,00 50.967.062.873,00 98,81 

4.2.01.01.04 
Dana Transfer Khusus-
Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Non Fisik 

121.578.978.000,00 109.845.324.463,00 90,35 

  
JUMLAH PENDAPATAN 
TRANSFER DANA 
PERIMBANGAN 

1.011.482.840.000,00 981.644.022.529,00 97,05 

         

4.2.01.02 Dana Insentif Daerah (DID) 0 0 0 

4.2.01.05 Dana Desa 92.921.315.000,00 94.916.802.800,00 102,15 

4.2.01.06 Insentif Fiskal 0 11.357.589.000,00 0 

  

JUMLAH PENDAPATAN 
TRANSFER 
PEMERINTAH PUSAT - 
LAINNYA 

92.921.315.000,00 106.274.391.800,00 114,37 
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4.2.02 
Pendapatan Transfer Antar 
Daerah 

58.700.000.000,00 51.847.741.590,00 88,33 

4.2.02.01 Pendapatan Bagi Hasil 58.700.000.000,00 51.847.741.590,00 88,33 

  
JUMLAH PENDAPATAN 
TRANSFER ANTAR 
DAERAH 

58.700.000.000,00 51.847.741.590,00 88,33 

         

  
TOTAL PENDAPATAN 
TRANSFER 

1.163.104.155.000,00 1.139.766.155.919,00 97,99 

         

4.3 
LAIN-LAIN PENDAPATAN 
DAERAH YANG SAH 

243.682.772.000,00 243.063.607.456,00 99,75 

Sumber : BKAD Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2024 (Data unaudited) 

 
 

Sedangkan untuk pengeluaran keuangan daerah Kabupaten 

Gunung Mas Tahun 2024,  dimana rencana anggaran belanja daerah 

dialokasikan sebesar Rp 1.530.228.422.535,69 dan realisasi sebesar 

Rp 1.430.983.319.484,00 atau 93,51%. Selengkapnya target 

anggaran dan realisasi belanja daerah sebagai berikut: 

 

Tabel 4.2 
Rincian Pengeluaran Keuangan Daerah Kabupaten Gunung Mas 

Tahun Anggaran 2024 
 

NO URAIAN 
TAHUN 2024 

ANGGARAN (Rp) REALISASI % 

I BELANJA 

 1. Belanja Operasi 1.040.850.115.135,24 959.693.525.081,00 92,20 

 2. Belanja Modal 275.072.721.570,45 260.126.925.504,00 94,57 

 3. Belanja Tidak Terduga 4.750.000.000,00 196.967.042,00 4,15 

 4. Belanja Transfer  209.555.585.830,00 210.965.901.857,00 100,67 

 JUMLAH  1.530.228.422.535,69 1.430.983.319.484,00 93,51 

SURPLUS/DEFISIT (38.319.072.598,69) 10.552.543.975,94 (27,54) 

PEMBIAYAAN DAERAH 38.319.072.598,69 38.319.072.598,69 100 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN 

DAERAH 

49.478.072.598,69 49.478.072.598,69 100 

 Sisa Lebih Perhitungan 

Tahun Anggaran  

Sebelumnya 

49.478.072.598,69 49.478.072.598,69 
100 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN 

DAERAH 
11.159.000.000,00 11.159.000.000,00 100 
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 Penyertaan Modal Daerah 11.159.000.000,00 11.159.000.000,00 100 

Pembiayaan NETTO 38.319.072.598,69 38.319.072.598,69 100 

Sisa Lebih Pembiayaan 

Anggaran (SiLPA) 
0 48.871.616.574,63 0 

Sumber : BKAD Kabupaten Gunung Mas, Tahun 2024 (Data unaudited) 

 
 
 
 

5. INOVASI DAERAH 

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor: 

100.3.3.2/510/2024 tanggal 31 Oktober 2024 tentang Perubahan Atas 

Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 100.3.3.2/403/2024 tentang 

Penetapan Inovasi Daerah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas Tahun 

2024, untuk Inovasi Daerah Kabupaten Gunung Mas adalah sebagai 

berikut: 

No. Pelaksana Inovasi 

Daerah 

Inovasi Daerah Keterangan 

1 2 3 4 

1. Badan 

Kepegawaian dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

Gerakan ASN 

Patuh 

Pemanfaatan 

SIMPEGNAS 

(Sistem Informasi 

Kepegawaian 

Nasional)  

 

2. Badan 

Kepegawaian dan 

Pengembangan 

Sumber Daya 

Manusia 

Sigma Optimalisasi 

Pengembangan 

Kompetensi PNS 

 

3. Badan 

Perencanaan 

Pembangunan, 

KERJA BARENG 

PENGUIN 

(Peningkatan 
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Riset dan Inovasi 

Daerah 

Peran Perguruan 

Tinggi Dalam 

Percepatan 

Penurunan 

Stunting) 

4. Badan 

Perencanaan 

Pembangunan, 

Riset dan Inovasi 

Daerah 

Optima-sig 

(Optimalisasi Data 

Jaringan 

Perpipaan dan 

Sambungan 

Rumah Melalui 

Pemetaan 

Berbasis Sistem 

Informasi 

Geografis) pada 

PDAM IKK Kuala 

Kurun Kabupaten 

Gunung Mas 

 

5. Badan 

Perencanaan 

Pembangunan, 

Riset dan Inovasi 

Daerah 

Sido Cakep 

Optimalisasi 

Penyusunan 

Dokumen 

Perencanaan 

Melalui Sistem 

Integrasi Dokumen 

Rencana Kerja 

Pemerintah 

Daerah 

 

6. Badan Pendapatan 

Daerah 

SISTEM 

INFORMASI 

PEMETAAN PBB 

 



32 

 

Berbasis Web (SI 

TAMPAN EBEB) 

7. Badan Pendapatan 

Daerah 

Strategi 

Peningkatan 

Kinerja Pelayanan 

Pembayaran PBB-

P2 Melalui 

Pemanfaatan 

Aplikasi Berbasis 

Web 

 

8. Badan Pendapatan 

Daerah 

Operasi Transper 

(Optimalisasi 

Elektronifikasi 

Transaksi 

Pemerintah 

Daerah) 

 

9. Badan Keuangan 

dan Aset Daerah 

Peningkatan 

Verifikasi dan 

Validasi RKA-

SKPD (Paypal) 

Lingkup 

Pemerintah 

Kabupaten 

Gunung Mas 

 

10. Badan Keuangan 

dan Aset Daerah 

Optimalisasi Media 

Informasi Berbasis 

Website 

 

11. Badan Keuangan 

dan Aset Daerah 

Peningkatan 

Sistem Pemberian 

Panjar Kegiatan 

(Siber Pantan) 
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12. Badan Keuangan 

dan Aset Daerah 

Strategi 

Percepatan 

Penyaluran Alokasi 

Dana Desa (ADD) 

Melalui Sistem 

Informasi Aplikasi 

Penyaluran Alokasi 

Dana Desa 

(SIAPDES) 

 

13. Badan Keuangan 

dan Aset Daerah 

SOP BAJANG 

PARIS (Standar 

Operasional 

Prosedur 

Pembayaran 

Tunjangan Untuk 

Pegawai Negeri 

Sipil Yang 

Melaksanakan 

Tugas Belajar) 

 

14. Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

PAS FKDM 

(Pelaporan Atasi 

Situasi Forum 

Kewaspadaan Dini 

Masyarakat) 

 

15. Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

Optimalisasi 

Pemanfaatan 

Sistem Informasi 

Publik 

 

16. Badan Kesatuan 

Bangsa dan Politik 

Strategi 

Pembinaan dan 

Pengawasan 

Organisasi 
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Kemasyarakatan di 

Kabupaten 

Gunung Mas 

17. Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Optimalisasi 

Koordinasi 

Stakeholder 

Penanganan 

Pasca Bencana 

Kabupaten 

Gunung Mas 

 

18. Badan 

Penanggulangan 

Bencana Daerah 

Strategi 

Peningkatan 

Kinerja BPBD 

Kabupaten 

Gunung Mas 

dengan 

Pembentukan 

Pusat 

Pengendalian 

Operasi 

(Pusdalops) 

 

19. Dinas Komunikasi 

Informatika 

Persandian dan 

Statistik 

Gunung Mas Smart 

Virtual City 

(GUMAS VI) 

 

20. Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 

Pangan 

Ketahanan Pangan 

Keluarga Terpadu 

(KAPAKAT) 

 

21. Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 

Pangan 

Langkah Strategis 

Menuju Kabupaten 

Gunung Mas 

Bebas Zona Merah 
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Kerentanan 

Pangan 

22. Dinas Perikanan 

dan Ketahanan 

Pangan 

Peningkatan 

Diversifikasi 

Pengolahan dan 

Sistem Pemasaran 

Hasil Produksi Ikan 

Patin 

 

23. Dinas Perindustrian 

dan Perdangan 

Si-WADI (Sistem 

Pengawasan 

Digital) 

 

24. Dinas Perindustrian 

dan Perdangan 

Optimalisasi 

Pelayanan 

Administrasi 

Kenaikan Gaji 

Berkala Melalui 

Pemanfaatan 

SITEGAB (Sistem 

Tabel Excel 

Kenaikan Gaji 

Berkala) 

 

25. Dinas Perindustrian 

dan Perdangan 

Optimalisasi 

Pelayanan 

Penginputan 

Anggaran Secara 

Digital (Sitanggar) 

 

26. Inspektorat SISTEM 

INFORMASI 

PENGADUAN 

MASYARAKAT 

(SIPMAS) 
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27. Inspektorat Strategi 

Percepatan 

Penyelesaian 

Tindak Lanjut Hasil 

Pemeriksaan 

 

28. Dinas Kesehatan Huma Karigas Jiwa  

29. Dinas Kesehatan Jaga Huma Lewu  

30. Dinas Kesehatan Ela Laya (Gerakan 

Layanan Asuhan 

Dalam Aksi Nyata 

Asi Eksklusif) 

 

31. Dinas Kesehatan EDISI WEI (Ela dia 

nenga ASI bewei) 

 

32. Dinas Kesehatan Peningkatan 

Koordinasi 

Stakeholder 

Terkait Intervensi 

Spesifik 

Percepatan 

Penurunan 

Stanting di 

Kabupaten 

Gunung Mas 

 

33. Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Sisten Informasi 

Perizinan Terpadu 

Berbasis Elektronik 

(SIPET) 

 

34. Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Optimalisasi 

Pengelolaan Data 

Kepegawaian 

Melalui E-Data 

Base Kepegawaian 
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35. Dinas Penanaman 

Modal dan 

Pelayanan Terpadu 

Satu Pintu 

Optimalisasi 

Pengawasan 

Penyampaian 

Laporan Kegiatan 

Penanaman Modal 

Perusahaan besar 

swasta 

 

36. Dinas Pertanian KETAPANG GAYA 

(Ketahanan 

Pangan Gunung 

Mas Jaya) 

 

37. Dinas Pertanian Pemanfaatan dan 

Pengembangan 

Lahan Pertanian di 

Kabupaten 

Gunung Mas 

 

38. Dinas Pertanian Optimalisasi Alat – 

Alat dan Mesin 

Menuju Pertanian 

yang Modern dan 

Berkelanjutan 

 

39. Dinas Sosial Efektifitas 

Penyaluran 

Bantuan Sosial 

Melalui Penguatan 

Peran Pemerintah 

Desa/Kelurahan 

 

40. Dinas Pekerjaan 

Umum 

SIKAT 

INSPIRATIF 

(Strategi 

Peningkatan 

Layanan 
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Infrastruktur 

Menunjang 

Pariwisata Melalui 

Pembangunan 

Kolaboratif) 

41. Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata 

Peningkatan 

Pelayanan 

Administrasi 

Kenaikan Gaji 

Berkala dan Cuti 

Tahunan PNS 

Melalui Sistem 

Notifikasi 

Whatsapp 

(SINOWA) 

 

42. Dinas Transmigrasi, 

Tenaga Kerja dan 

Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah 

Peningkatan Tata 

Kelola Data 

Kepegawaian 

Secara Online 

(PETADAWAI) 

 

43. Dinas Transmigrasi, 

Tenaga Kerja dan 

Koperasi Usaha 

Kecil dan Menengah 

Strategi 

Peningkatan 

Produktifitas dan 

Pemberdayaan 

Tenaga Kerja Siap 

Pakai (Gita Asem 

Manta) 

 

44. Dinas Pendidikan, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

Pembuatan 

Animasi Sebagai 

Media 

Pembelajaran 

Mandiri 
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45. Dinas Pendidikan, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

Pembaharuan 

Sistem Informasi 

Sekolah 

 

46. Dinas Pendidikan, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

Efektivitas 

Pengarsipan 

Berkas Kontrak 

Bidang Sarana 

Prasarana SD dan 

SMP Berbasis 

ATHB dengan 

Menggunakan 

Google Drive 

(Sembarau G-

Drive) 

 

47. Dinas Pendidikan, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

Peningkatan 

Kualitas Tenaga 

Pendidik sekolah 

dasar dan sekolah 

menengah 

pertama 

 

48. Dinas Pendidikan, 

Kepemudaan dan 

Olahraga 

Pengelolaan 

Tunjangan Profesi 

Guru Berbasis 

Digital (Pantun Si 

Gita) 

 

49. Dinas Lingkungan 

Hidup, Kehutanan 

dan Perhubungan 

Strategi 

Management 

Pengelolaan 

Persampahan 

Menuju Sanitasi 

Lingkungan 

Berkelanjutan 
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Melalui (Galeri 

Kusak Eka Plastik) 

50. Rumah Sakit Umum 

Daerah Kuala Kurun 

Penataan Sistem 

Pengelolaan 

Piutang Jasa 

Layanan RSUD 

Kuala Kurun 

 

51. Rumah Sakit Umum 

Daerah Kuala Kurun 

Optimalisasi 

Capaian Universal 

Health Coverage 

Kabupaten 

Gunung Mas 

Sebagai Langkah 

Strategi 

Pemecahan 

Piutang Jasa 

Layanan Umum di 

BLUD RSUD Kuala 

Kurun 

 

52. Kecamatan Kurun Pengembangan 

Model Manajemen 

Talenta Atas 

Keterbatasan 

Tenaga ASN 

dalam 

Meningkatkan 

Kualitas Layanan 

Publik Prima 

Kecamatan Kurun 

Kabupaten 

Gunung Mas 
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53. Kecamatan Kurun OPSTEN 

(Optimalisasi 

Kualitas Pelayanan 

Administrasi 

Terpadu 

Kecamatan) 

 

54. Kecamatan Rungan Optimalisasi 

Perencanaan 

Pembangunan 

Berbasis Data 

Base 

 

55. Kecamatan Rungan PENGEMBANGAN 

BUMDES 

MELALUI “OM 

STEPANUS” 

(Optimalisasi 

Sistem Pelayanan 

Khusus) 

 

56. Kecamatan Rungan 

Barat 

Optimalisasi 

Pencegahan 

Kebakaran Hutan 

dan Lahan Melalui 

Posko Reaksi 

Cepat Pencegahan 

Kebakaran Hutan 

dan Lahan 

Kecamatan 

Rungan Barat 

“Ogah Karhutla 

Melalui Simpance 

Bahula” 
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57. Kecamatan Miri 

Manasa 

Peningkatan 

Produksi Pangan 

Lokal 

 

58. Kecamatan Miri 

Manasa 

Penanaman Seribu 

Pisang Desa 

(PASTI-PD) 

 

59. Kecamatan Sepang Strategi Partisipasi 

Musrembang 

Tingkat Kecamatan 

Sepang Dalam 

Membangun 

Kepercayaan 

Masyarakat dan 

stakeholder 

Pelaksanaan 

Pembangunan 

Kabupaten 

Gunung Mas 

 

60. Kecamatan Sepang Optimalisasi 

Kualitas Layanan 

Publik 

 

61. Kecamatan Rungan 

Hulu 

Sistem Pelayanan 

Kecamatan 

Berbasis Web 

(SIMPEL 

KEBWAB) 

 

62. Kecamatan Rungan 

Hulu 

Penyelesaian 

Tapal Batas Desa 

dan Kelurahan 

(Pintaran) 
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63. Kecamatan 

Damang Batu 

PABO SARAH 

(Paman Bakso 

Sadar Sampah) 

 

64. Kecamatan 

Manuhing 

Pembentukan 

Badan Usaha Milik 

Desa Bersama 

(BUMDESMA) 

 

65. Kecamatan 

Manuhing Raya 

Optimalisasi 

Pendampingan 

Bumdes 

 

66. Kelurahan Kampuri Mekanisme 

Penerbitan SKD 

pada Kantor 

Kelurahan Kampuri 

 

67. Kelurahan Tewah OM-PBB 

(Optimalisasi 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pembayaran Pajak 

Bumi dan 

Bangunan) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Kuala Kurun, 26 Maret 2025 

 
BUPATI GUNUNG MAS 

 
 
 

 

 
JAYA SAMAYA MONONG, S.E., M.Si 

 


